PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013

Menimbang :

Mengingat

—_

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang ditetapkan sama sebesar 0,1 % (nol koma
satu persen) untuk seluruh objek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Padang
Panjang Nomor 3 Tahun 2013, perlu dilakukan pembatasan
NJOP sampai dengan 1 (satu) milyar dan NJOP diatas 1
(satu) milyar;

bahwa dalam menetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan
perlu  disesuaikan dengan memperhatikan  kondisi
masyarakat dan objek dari Pajak Bumi dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Menetapkan :

10.

11.

12.

S0

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Derah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor
8 Seri E.2);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3
Seri B.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2013 Nomor 3 Seri B.1) diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per
tahun;

b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

PASAL II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2 Mei 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dto

EDWAR JULIARTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI B.1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/2016)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. UMUM

Bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3
Tahun 2013 diberlakukan sama untuk seluruh objek pajak yaitu sebesar
0,1 % (nol koma satu persen) per tahun baik untuk NJOP sampai dengan
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maupun untuk NJOP diatas
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga dalam penyelenggaraan
nya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penetapan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum diserahkan ke daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Penurunan ini terdapat pada objek PBB-P2 yang NJOP
nya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tidak mencerminkan
rasa keadilan ditengah masyarakat atau wajib pajak PBB-P2 lainnya. Untuk
itu dalam rangka memenuhi rasa keadilan dalam penetapan tarif PBB-P2
khususnya di Kota Padang Panjang perlu menyesuaikan dengan kondisi saat
ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.
B. PASAL DEMI PASAL
Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas
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